
 

 

 

 

 

RINGKASAN 

 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan 

keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan  serta Peraturan  Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan 

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah .Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan 

Keuangan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Pe-

rangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Guber-

nur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Tengah ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  

 

1. Laporan Realisasi Anggaran  

 

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pe-

laksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 dengan realisasinya, yang mencakup 

unsur-unsur pendapatan, belanja, selama 1 (satu) tahun periode (1 Januari 2017 s/d 

31 Desember 2017). 

Realisasi Pendapatan  pada Tahun Anggaran 2017 berupa Pendapatan Retribusi 

Daerah  sebesar Rp.273.964.600,00 atau mencapai 124.53% dari anggaran yang 

ditargetkan sebesar Rp.220.000.000,00. 

Realisasi Belanja  pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 

Rp.23.888.801.636,00 atau mencapai 86.60% dari belanja yang dianggarkan sebe-

sar Rp.27.586.534.968,00 

 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 dan 2016 dapat disajikan se-

bagai berikut:    

 (dalam rupiah) 

2016

Anggaran Realisasi Realisasi

Pendapatan 220,000,000           273,964,600           323,450,820               

Belanja 27,586,534,968       23,888,801,636      26,992,111,739           

Uraian 31 Desember 2017
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2. Laporan Operasional  

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah 

ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penye-

lenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara 

langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transper, selama periode (1 

Januari 2017 s/d 31 Desember 2017). Realisasi Pendapatan-LO  pada Tahun Ang-

garan 2017 berupa pendapatan Retribusi Daerah  sebesar Rp.310.502.600,00. 

Realisasi Beban pada 31 Desember Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 

Rp.24.781.002.976,20. 

Ringkasan Laporan Operasional  Tahun 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai be-

rikut: 

 (dalam rupiah) 

 

3. Laporan Perubahan Ekuitas  

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas 

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Jumlah Ekuitas  31 Desember tahun 2017  adalah sebesar Rp.2.408.344.703,67 

yang terdiri dari selisih antara Ekuitas Awal sebesar Rp.26.878.686.317,87 dan sur-

plus/defisit-LO sebesar Rp.(24.470.500.376,20). Koreksi Ekuitas sebesar 

Rp.158.762,00 

Sementara itu Jumlah Ekuitas Akhir tahun 2017 adalah sebesar 
Rp.26.023.181.739,67. 
 

       (dalam rupiah) 

31 Desember 2017 31 Desember 2016

EKUITAS AWAL 26,878,686,317.87      -                                     

SURPLUS/DEFISIT LO (24,470,500,376.20)     (33,910,849,357.13)              

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

LAIN-LAIN

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0 0

KOREKSI ASET TETAP 0 0

KOREKSI ATAS BEBAN 0 0

KOREKSI ATAS PENDAPATAN 0 0

KOREKSI EKUITAS LAINNYA 158,762.00                 0

KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLODASIKAN 23,614,837,036.00      26,668,660,918.00               

EKUITAS AKHIR 26,023,181,739.67      (7,242,188,439.13)               

URAIAN

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
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Pendapatan 310,502,600.00                   317,606,364.00      

Beban 24,781,002,976.20               27,706,303,341.00 

Uraian 31 Des 2017  31 Des 2016



 

 

 

 

4. Neraca   

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan 

ekuitas dana pada   tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan 

sebelumnya. 

Jumlah Aset adalah sebesar Rp.26.051.832.095,67 yang terdiri dari Aset Lancar 

sebesar Rp.2.610.036,00 dan Aset  Tetap sebesar Rp.18.934.329.774,00 dan serta 

Aset Lainnya  sebesar Rp.7.114.892.285,67. Sementara itu jumlah Ekuitas adalah  

sebesar Rp.2.408.344.703,67 yang terdiri selisih dari R/K PPKD (Kewajiban untuk 

dikonsolidasi) sebesar Rp.23.614.837.036,00 dan jumlah Kewajiban dan Ekuitas 

Dana sebesar Rp.26.051.832.095,67.  Adapun pengakuan Utang Beban sebesar 

Rp.28.650.356,00 yang terdiri dari Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Tahun 

2017 sebesar Rp.7.472.213,00 dan tagihan jasa pemakaian telepon, air/PDAM, 

listrik dan internet pemakaian bulan Desember 2017 yang akan dibayar tahun 2018 

adalah sebesar Rp.21.178.143,00. 

Ringkasan Neraca  per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 dapat 

disajikan sebagai berikut: 

(dalam rupiah) 

31 Desember 2017 31 Desember 2016
Kenaikan/Penuruna

n

ASET 26,051,832,095.67    26,910,933,005.87    (859,100,910.20)            

- ASET LANCAR 2,610,036.00              11,771,018.00            (9,160,982.00)                

- ASET TETAP 18,934,329,774.00    19,534,662,836.00    (600,333,062.00)            

- ASET LAINNYA 7,114,892,285.67      7,364,499,151.87       (249,606,866.20)            

KEWAJIBAN 23,643,487,392.00    23,635,656,279.00    7,831,113.00                  

EKUITAS 2,408,344,703.67      2,210,377,542.47       4,618,722,246.14          

KEWAJIBAN DAN EKUITAS 26,051,832,095.67    25,846,033,821.47    205,798,274.20             

URAIAN

 
 

5. Catatan atas Laporan Keuangan  

 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi 

penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, 

dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka 

pengungkapan yang memadai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


